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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan siyasah maliyah terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Perda 

Sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet di Kabupaten Pasaman Barat pernah dilakukan secara langsung oleh 

Pemerintah Daerah pada tahun 2012–2013, sosialisasi tersebut mencakup 

enam kecamatan. Namun, kegiatan ini tidak berkelanjutan dan tidak 

menjangkau seluruh wilayah, sehingga banyak pengusaha baru yang tidak 

mengetahui isi perda. Kemudian pendataan pengusaha walet hanya 

dilakukan sekali pada awal penerapan perda dan tidak pernah diperbarui, 

mengakibatkan data subjek dan objek pajak menjadi tidak akurat. Selain itu 

Pemerintah Daerah juga sempat membentuk panitia lelang sarang burung 

walet yang melibatkan berbagai instansi, namun bersifat sementara dan 

dibubarkan setelah gua alami yang dikelola pemerintah berhenti beroperasi. 

Untuk pemungutan pajak sarang burung walet sendiri telah lama terhenti, di 

mana pemungutan terakhir dilakukan pada tahun 2016 dan hanya mencakup 

sarang walet dari gua alami, sedangkan pajak yang berasal dari bangunan 

atau gedung milik pribadi hingga kini tidak pernah dipungut. 

2. Tantangan dan Hambatan  

Beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan peraturan 

daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak 

Sarang Burung Walet yang penulis temukan adalah Pendataan tidak optimal, 
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minimnya kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan izin dan membayar 

pajak, sosialisasi belum menyeluruh sehingga sebagian pelaku usaha tidak 

memahami mekanisme pajak, lemahnya pengawasan terhadap perdagangan 

sarang burung walet keluar daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta 

hasil panen sarang burung walet yang terus menurun. 

3. Tinjauan Siyasah Maliyah 

a. Sisi Pemerintah Daerah.  

Pemerintah daerah sebagai ulil amri memiliki dasar hukum yang sah 

untuk menetapkan pajak sarang burung walet demi kemaslahatan umum. 

Meski Perda No. 17 Tahun 2011 belum optimal, namun pemerintah telah 

melakukan sosialisasi, pendataan, dan membentuk panitia lelang. Dalam 

perspektif siyasah maliyah, langkah ini mencerminkan prinsip amanah dan 

tanggung jawab. 

b. Sisi Masyarakat/Pengusaha walet. 

Sebagian pengusaha sarang burung walet enggan melaporkan usaha, 

mengurus izin, dan membayar pajak. Ketidakpatuhan ini merugikan 

kemaslahatan umum, melanggar prinsip amanah, dan menimbulkan 

ketidakadilan, karna dalam siyasah maliyah membayar pajak adalah tanggung 

jawab agama dan sosial demi kesejahteraan bersama. 

5.2   Saran 

1. Peningkatan Sosialisasi. 

Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi berkelanjutan dan merata ke 

seluruh kecamatan, menggunakan metode tatap muka, media massa, dan 

platform digital, agar seluruh pelaku usaha memahami kewajiban pajak. 

2. Pendataan Ulang dan Pembaruan Data. 

Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang seluruh pengusaha walet, baik 

yang berbasis gua maupun bangunan pribadi, dan perbarui data secara 

berkala sebagai dasar penetapan pajak. 
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3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Aturan. 

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran sarang 

burung walet, khususnya dalam penggunaan SATSDN, dan terapkan sanksi 

tegas bagi pelanggar sesuai perda yang berlaku. 

4. Integrasi Data Antar Instansi. 

Pemerintah perlu membangun sistem basis data terintegrasi antara 

DPMPTSP, BAPENDA, dan instansi terkait lainnya agar alur informasi wajib 

pajak jelas dan dapat digunakan dalam pemungutan pajak. 

5. Pendekatan Persuasif dan Pembinaan. 

Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan 

pelatihan kepada pelaku usaha walet untuk meningkatkan kesadaran hukum, 

kepatuhan pajak, dan pengelolaan usaha yang berizin. 

6. Evaluasi Perda. 

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Evaluasi ini penting karena 

kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Perda masih 

menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak, belum optimalnya pendataan, serta berkurangnya hasil panen walet 

yang berdampak langsung terhadap kemampuan pengusaha dalam 

membayar pajak. 
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